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RINGKASAN

PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
BERBASIS DIGITAL
Oleh:
Septi Puspita Anggraini®, Nurunnisa®
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 123
Halaman

Notaris merupakan pejabat yang memegang jabatan tertentu yang menjalankan
profesi dalam pelayanan hukum kepada publik. Eksistensi profesi Notaris yang telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) makin diperluas lagi melalui
pendapat Majelis Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa Notaris merupakan profesi
dan pejabat umum yang melaksanakan sebagian dari tugas pemerintah. Hal tersebut
bermakna Notaris memberikan manfaat untuk membantu tugas-tugas pemerintah.
Penelitian ini bertujuan untuk apabila ad masalah muncul ketika kebutuhan masyarakat
akan kecepatan dan fleksibilitas (seperti pembuatan akta via teleconference) berbenturan
dengan formalitas akta otentik yang kaku. Jika Notaris memfasilitasi pembuatan akta
berbasis digital tanpa landasan hukum yang sinkron, terdapat risiko besar, akta tersebut
dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan. Hal ini tidak hanya merugikan para pihak
dalam hal kepastian hukum dan pembuktian, tetapi juga menempatkan Notaris pada posisi
yang rentan secara hukum. Notaris berpotensi digugat secara perdata atas perbuatan
melawan hukum atau bahkan terseret dalam ranah pidana jika sistem digital yang
digunakan tidak mampu menjamin otentisitas identitas para pihak. Oleh karena itu,
penelitian ini krusial untuk membedah sejauh mana batasan pertanggungjawaban Notaris
dan bagaimana status pembuktian akta digital tersebut dalam sistem peradilan di Indonesia.

Hasil penelitian ini bahwa Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut
Undang-Undang Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Notaris tidak
dapat mempertangungjawabkan pembuatan akta otentik melalui sistem elektronik, karena
undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta otentik secara elektronik
belum diatur, Bentuk tanggung jawab Notaris adalah secara perdata, akta tersebut dapat
dianggap tidak sah dan dapat didegradasi menjadi akta bawah tangan sehingga terjadi
kerugian para pihak dan Notaris bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Kekuatan
pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di Indonesia dapat
disimpulkan bahwa pada dasarnya kekuatan pembuktian dari akta digital masih belum
memiliki ketetapan dan rawan terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, hal ini
disebabkan terjadinya pertentangan antar peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia perihal akta otentik. Dalam UU Jabatan Notaris mensyaratkan kehadiran fisik
dari para pihak di hadapan Notaris sedangkan dalam UU ITE diatur dan diakui bahwa
dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah. Akibatnya, akta Notaris belum
memenuhi tiga kekuatan pembuktian (lahiriah, formal, materiil) yang digagas Prof.
Sudikno. Dengan demikian akta Notaris elektronik secara yuridis cenderung diposisikan
sebagai dokumen elektronik biasa atau setara dengan akta di bawah tangan.

1 NIM : 24202016320089
2 Pembimbing
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ABSTRAK
Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Notaris, Pembuatan Akta, Berbasis Digital

Judul penelitian ini adalah Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta
Berbasis Digital. Tujuan dan kegunaan penelitian ini untuk mengetahui dan
menganalisis pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital
menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan menganalisis kekuatan pembuktian
akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di Indonesia. Metode
penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat perspektif guna
mendapatkan jawaban rumusan masalah. Rumusan masalah pertama membahas
Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta berbasis digital menurut
Undang-Undang Jabatan Notaris dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Notaris
tidak dapat mempertangungjawabkan pembuatan akta otentik melalui sistem
elektronik, karena undang-undang yang secara eksplisit mengatur pembuatan akta
otentik secara elektronik belum diatur, Bentuk tanggung jawab Notaris adalah
secara perdata, akta tersebut dapat dianggap tidak sah dan dapat didegradasi
menjadi akta bawah tangan sehingga terjadi kerugian para pihak dan Notaris
bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut. Rumusan masalah kedua
membahas pembuktian akta Notaris berbasis digital dalam metode pembuktian di
Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kekuatan pembuktian dari akta
digital masih belum memiliki ketetapan dan rawan terdegradasi menjadi akta di
bawah tangan, hal ini disebabkan terjadinya pertentangan antar peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal akta otentik. Dalam UU
Jabatan Notaris mensyaratkan kehadiran fisik dari para pihak di hadapan Notaris
sedangkan dalam UU ITE diatur dan diakui bahwa dokumen elektronik merupakan
alat bukti yang sah. Akibatnya, akta Notaris belum memenuhi tiga kekuatan
pembuktian (lahiriah, formal, materiil) yang digagas Prof. Sudikno. Dengan
demikian akta Notaris elektronik secara yuridis cenderung diposisikan sebagai
dokumen elektronik biasa atau setara dengan akta di bawah tangan.
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NOTARY'S LIABILITY IN THE MAKING OF DIGITAL-BASED DEEDS

By:
Septi Puspita Anggraini', Nurunaisa®
Master of Notary Progmm, Lambung Mangkurat University, 166 pages

ABSTRACT
Keywords: Liability, Notary, Deod Making, Digital-based

The objectives of this study are to explore and analyze Notary's responsibility in the
making of digital-based deeds according to Notary Profession Act and 1o analyze the
evidentiary force of Notarial digital-based deeds in evidentiary method Indonesia.
Method used is normative begal research with perspective characteristic in order to
answer the rationales. The first rationale is to discuss Notary's responsibility in the
making of digital-based deeds accoridng 10 Notary Profession Act. It can be inferred
that basically the Notary cannot be beld responsible in the making of authentic deeds
through electronic system because there is no Act which explicitly regulates the the
making of authentic deeds through electronic system. The form of Notary's
responsibility based on civil law is that the said deeds are considered unlawful and can
be degraded into unauthentic deeds, and the parties are harmed, thus the Notary is kable
10 compensate the loss. From criminal law point of view, the Notary can face criminal
sanction if his action contains criminal criminal element(s), Besides, the Notary can
12150 be held sdministrative liability such as wamning up to dismissal from the position
as Notary. Therefore, dibutubkan revision of Notary Professica Act is required to
legalize expressly the concept of Cyder Notary which regulstes the mechanism of
*virtual attendance” and  standardization of cyber document encription in order to
maintain is perfection in digital era. The second rationale deals with analyze the
evidentiary force of Notarial digital-based deeds in evidentiary method Indonesia. It
can be infered that in principle the evidentiary force of Notarial digital deeds still does
not have cenainty and vulnerable to be degraded into unsuthentic deeds. This due to
occurrance of anatinomy among legisiation on authentic deeds prevailing in Indoacsia.
The Notary Profession Act requires physical presence of the parties before the Notary
while Electronic Information and Transsctions Act regulates and recognizes that
electronic documents as legal evidentiary instruments. Consequently, the notarial deeds
have not yet fulfilled three evidentiary forces (physical, formal, material) which is
recommended by Prof. Sudikno. Thus, legally speaking. electronic notarial deeds tend
10 be positioned as ondinary electronic document or equivalent to unauthentic deeds,
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